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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

Implementasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2025 berdampak pada efisiensi
dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara
Labuh. Kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen
pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan
yang lebih baik, dengan menghilangkan pemborosan dan
mengoptimalkan pemanfaatan dana publik sesuai dengan
kebutuhan yang prioritas dan strategis. Efisienasi ini berdampak
pada jenis belanja modal, belanja barang, pejalanan dinas dan
sidang keliling serta untuk penyelesaian percepatan
penyelesaian perkara terdapat pada perkara prodeo yang masih
terblokir dan tidak bisa diakses.

Tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Muara Labuh
dalam mengimplemenstasi diktum ketiga Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu
penundaan pelaksanaan kegiatan sidang keliling, hambatan dan
pemblokiran dalam pelayanan perkara prodeo, keterbatasan
sarana dan prasarana, penghematan penggunaan alat tulis kantor
(ATK), kegiatan dilakukan secara zoom meeting, dan kekurangan

hakim.



5.1.3 Dampak diktum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang
efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh sejalan
dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah. Efisiensi ini selaras
dengan prinsip keadilan (al-‘adl), prinsip kemaslahatan (al-

maslaha), prinsip menghindari pemborosan (al-israf).

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantara nya

sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Penegak Hukum
Diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang ada di
Pengadilan Agama Muara Labuh, agar tetap komitmen
memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak yang sedang
berperkara di pengadilan. Serta mengoptimalkan waktu
pelaksanaan sidang di luar gedung dan pendaftaran perkara
prodeo dilaksanakan secara bersamaan untuk memudahkan
masyarakat pencari keadilan, terutama yang berada di daerah

terpencil.

5.2.2 Bagi Pemerintah
Diharapkan kepada pemerintah terkhusus kepada lembaga yang
berwenang membuat kebijakan atau aturan, agar bisa menimbang
lebih dalam kegunaan sebuah aturan itu nantinya akan dibuat,
harus sepenuhnya dilatar belakangi atas kebutuhan masyarakat

serta dampak yang diberikan atas kebijakan tersebut.

5.2.3 Bagi Masyarakat



Diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan agar lebih
mengerti dan memahami mengenai kebijakan yang dikeluarkan
akan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2025.
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